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Abstrak
 

Teknologi digital menciptakan kemajuan bidang perdagangan barang dan jasa yang ditandai tingginya nilai

transaksi e-commerce serta jumlah pengguna internet yang mendorong tumbuhnya jumlah pelaku usaha

pada pasar bersangkutan. Dalam menganalisa persaingan, otoritas persaingan perlu mendefinisikan struktur

pasar yang terbentuk dan menjadi lebih rumit akibat adanya efek jaringan tidak langsung yang menjadikan

pasar yang terbentuk lebih dari satu dan saling berkaitan. Hal tersebut menimbulkan kendala pada penerapan

alat uji SSNIP serta mempengaruhi KPPU dalam penegakan hukumnya. Dalam penelitian ini akan

menganalisis kasus yang terjadi di Amerika Serikat, Eropa, maupun perkara di Indonesia dalam Putusan

Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019.  Penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui bagaimanakah penentuan

pasar bersangkutan sektor e-commerce dalam perspektif hukum persaingan usaha di era ekonomi digital

serta pengaturan penegakan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode

penelitian yang digunakan adalah ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan

pendekatan perbandingan. Adapun bahan-bahan penelitian yang terdiri bahan hukum maupun non hukum

dilakukan melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penerapan alat uji SSNIP pada multisided market menjadi perdebatan, tidak ada kesepakatan apakah harus

diterapkan ke seluruh struktur harga platform atau per sisi. Tolok ukur pasar bersangkutan akan berubah dari

uji harga beralih ke uji kualitas SSNDQ. KPPU perlu membedakan alat uji dalam menentukan pasar

bersangkutan baik terjadi pada pasar konvensional atau pasar multisided market. Dalam penegakan

hukumnya, tata cara penanganan perkara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta peraturan

pelaksanannya sangat terbatas dan diperlukan penerbitan peraturan terbaru.

......Digital technology creates progress in the field of trade in goods and services, which is marked by the

total value of e-commerce transactions and internet users, which encourages the growth of the number of

business actors in the relevant market. In the analysis of competition, competition competition needs to

define the market structure that is formed and becomes more complicated due to the indirect network effect

that makes the formed market more than one and interrelated. This creates obstacles in the application of the

SSNIP test equipment and affects KPPU in its law enforcement. In this study, we will analyze cases that

occurred in the United States, Europe, and cases in Indonesia in the Decision on Case Number 13/KPPU-

I/2019. This study describes how the relevant market for the e-commerce sector is in the perspective of

business competition law in the digital economy era and its law enforcement arrangements based on Law

Number 5 of 1999. The research method used is normative juridical by using a conceptual approach and a

comparative approach. . The research materials consisting of legal and non-legal materials were carried out

through the study of legal documents and literature studies. The results showed that the application of the

SSNIP test tool in the multi-sided market was implemented, there was no agreement whether it should be

applied to the entire platform price structure or per side. The relevant market benchmark will change from
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the price test switch to the SSNDQ quality test. KPPU needs to differentiate the test equipment in

determining the relevant market, whether it occurs in the conventional market or the multi-sided market. In

law enforcement, the procedure for handling cases in Law no. 5 of 1999 and its implementing regulations

are very limited and the issuance of the latest regulations.


